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ABSTRACT

This study aims to analyze how social conflict caused by industrial disasters exacerbates
the problems of law enforcement, with a focus on the Lapindo mudflow case in Sidoarjo
involving PT Lapindo Brantas. The research problem is how law enforcement has been
carried out in this case and to what extent the resulting social conflict is influenced by
weak legal action. This research uses a normative juridical method with a statutory, case
study, and social analysis approach. Data were collected through literature review, legal
documents, and media sources, then analyzed qualitatively using deductive logic. The
findings indicate that weak law enforcement has significantly contributed to the emergence
and persistence of social conflict in affected communities. Although environmental law
mandates corporate responsibility (Law No. 32 of 2009), legal proceedings against Lapindo
have not been executed effectively. The resolution has been handled more through
administrative and political means rather than criminal prosecution, leading to a gap
between the law as it should be (das sollen) and the reality on the ground (das sein), further
deepening public distrust in the legal system and the state
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik sosial yang ditimbulkan
oleh bencana industri memperburuk problematika penegakan hukum, dengan fokus pada
kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang melibatkan PT Lapindo Brantas.
Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam kasus ini dan
sejauh mana konflik sosial yang terjadi dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum.
Penelitian mengQunakan metode vyuridis normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan, studi kasus, dan analisis sosial. Data diperoleh melalui studi
literatur, dokumen hukum, dan sumber media, kemudian dianalisis secara kualitatif
dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum
berkontribusi besar terhadap muncul dan berlarutnya konflik sosial di masyarakat.
Meskipun hukum lingkungan mengatur tanggung jawab korporasi (UU No. 32 Tahun
2009), proses hukum terhadap Lapindo tidak dijalankan secara optimal. Penanganan yang
lebih menonjolkan aspek administratif dan politis dibanding pidana menimbulkan
kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan realitas yang
terjadi (das sein), serta memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
dan negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Konflik SosiaL, Tanggung Jawab
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PENDAHULUAN

Konflik sosial di Indonesia kerap kali berujung pada permasalahan hukum
yang kompleks dan berkepanjangan. Berbagai peristiwa seperti kasus Lumpur
Lapindo di Sidoarjo, konflik penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang,
serta penolakan tambang batu andesit di Desa Wadas, menjadi contoh nyata
bagaimana ketidakadilan sosial, ketimpangan kepentingan, serta lemahnya
perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat memicu konflik sosial yang
meluas hingga ke ranah hukum (Djatmiko, P. 2022). Dalam kasus Lumpur
Lapindo, masyarakat korban berjuang mendapatkan ganti rugi atas kerugian
akibat semburan lumpur panas, namun mengalami jalan panjang penyelesaian
hukum yang hingga kini masih menyisakan ketidakpuasan. Begitu pula di Pulau
Rempang, penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional berujung
pada benturan hukum dan kriminalisasi warga. Sementara itu, konflik di Desa
Wadas memperlihatkan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat
memunculkan resistensi sosial yang keras ketika proses hukum terkait pengadaan
tanah tidak dilakukan secara transparan dan adil. Ketiga kasus ini menunjukkan
bahwa konflik sosial tidak hanya berhenti pada pertentangan antar kelompok,
tetapi berkembang menjadi konflik hukum yang menguji keadilan dan efektivitas
penegakan hukum di Indonesia (Supriyadi, T. 2018).

Dalam kasus Lumpur Lapindo, muncul persoalan hukum yang berkaitan
dengan tanggung jawab perusahaan, perlindungan hak masyarakat, dan peran
negara. Korban lumpur berusaha mencari keadilan dengan menggugat ke
pengadilan, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3655 K/Pdt/2009
menyatakan bahwa semburan lumpur dianggap sebagai bencana alam, sehingga
PT Lapindo Brantas tidak dinyatakan bertanggung jawab. Putusan ini
menimbulkan kekecewaan karena banyak yang menilai ada unsur kelalaian
perusahaan yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah
mengambil alih pembayaran sebagian ganti rugi lewat kebijakan khusus, yang
justru memperumit situasi hukum dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana lemahnya kepastian hukum dapat
memperpanjang masalah sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap
penegakan hukum di Indonesia.

Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo pada tahun 2006
merupakan salah satu bencana industri yang menimbulkan dampak sosial dan
hukum yang cukup besar di Indonesia. Semburan lumpur panas yang berasal dari
pengeboran sumur gas milik PT Lapindo Brantas telah mengakibatkan kerusakan
lingkungan, kehilangan tempat tinggal, dan kerugian materiil yang dialami oleh
ribuan warga. Masyarakat yang menjadi korban dari bencana ini berjuang untuk
mendapatkan ganti rugi yang adil melalui jalur hukum, namun menghadapi
berbagai hambatan, baik dari sisi korporasi maupun pemerintah. Selain dampak
sosial yang sangat besar, kasus ini juga memunculkan permasalahan hukum yang
pelik (Wicaksono, A. 2015). PT Lapindo Brantas sebagai pihak yang diduga
bertanggung jawab atas kejadian tersebut menghindari tanggung jawabnya
dengan alasan bahwa semburan lumpur merupakan bencana alam. Putusan
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Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan Nomor 3655 K/Pdt/2009 yang
menyatakan semburan lumpur sebagai bencana alam memunculkan kontroversi,
karena banyak pihak yang merasa bahwa perusahaan seharusnya bertanggung
jawab atas kelalaian yang menyebabkan bencana tersebut (Mahkamah Agung
Republik Indonesia. 2009).

Sementara itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan ganti
rugi kepada korban melalui skema yang tidak sepenuhnya transparan dan
terstruktur dengan baik. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan di kalangan
masyarakat dan menambah ketidakpuasan terhadap proses hukum yang
dianggap tidak memberikan keadilan yang setimpal. Meskipun telah ada
beberapa keputusan pengadilan yang memberikan ganti rugi kepada korban,
namun penyelesaian hukum yang lambat dan penuh ketidakpastian semakin
memperburuk ketegangan sosial yang ada. Pada akhirnya, kasus Lumpur
Lapindo menunjukkan bagaimana lemahnya penegakan hukum di Indonesia
dalam menyelesaikan konflik sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana
industri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem hukum
Indonesia dapat menangani kasus-kasus serupa di masa depan dan bagaimana
keadilan dapat ditegakkan bagi mereka yang menjadi korban (Priyanto, R. 2017).

Kasus lumpur Lapindo disidoardjo menyebabkan konflik sosial yang
sangat besar Dimana pada kenyataan nya pemerintah tidak dapat menyelesaikan
kerugian yang diterima oleh Masyarakat menjadikan konflik sosial tersebut
terlihat seperti dipelihara oleh pemerintah dimana pada permasalahan
menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dimana pada putusannya,
menjadikan kasus tersebut hanya sebagai bencana alam walaupun terdapat ganti
rugi yang diberikan oleh Perusahaan PT.Lapindo tetapi tidak semua warga
mendapatkan ganti rugi hanya 9 RT, yang mendapatkan ganti rugi sedangkan 45
RT lainya tdak mendapat ganti rugi hal tersebut menimbulkan konflik sosial
ditengah-tengah masyarakat, dimana yang pada awalnya warga berkonsolidasi
dan berjuang bersama untuk mendapatkan haknya merasa kecewa bahkan tidak
saling tegur sapa antara yang mendapat ganti rugi dan yang tidak sejak timbulnya
Keputusan pemerintah (Supriyadi, T. 2018).

Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi pada tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa
Timur, menimbulkan konflik sosial yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan
pemerintah. Pada awalnya, semburan lumpur panas yang berasal dari
pengeboran sumur gas milik PT Lapindo Brantas menyebabkan kerusakan
lingkungan yang luar biasa dan mengancam kehidupan warga sekitar. Ribuan
rumah dan fasilitas umum terendam lumpur, sementara ribuan keluarga
kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Konflik sosial muncul ketika
para korban menuntut ganti rugi yang adil atas kerugian materiil dan non-materiil
yang mereka alami, namun hal ini tidak berjalan mulus karena adanya
ketidakpastian hukum dan sikap defensif dari pihak perusahaan.

Masyarakat merasa terabaikan oleh pemerintah yang dinilai lambat dalam
merespons bencana tersebut. Ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak
mencukupi untuk menutupi kerugian yang diderita korban, dan banyak dari
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mereka merasa prosesnya tidak transparan. Rencana pemindahan warga ke
tempat relokasi yang disediakan juga menghadirkan permasalahan baru, karena
lokasi tersebut jauh dari pusat kehidupan mereka sebelumnya dan tidak memadai
untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Ketidakpuasan masyarakat semakin
memuncak, mengarah pada protes dan tuntutan yang lebih keras terhadap
pemerintah dan perusahaan. Selain itu, PT Lapindo Brantas sebagai pihak yang
dianggap bertanggung jawab atas semburan lumpur mencoba menghindari
tanggung jawab dengan alasan bahwa peristiwa tersebut merupakan bencana
alam yang tidak bisa diprediksi. Ini menambah ketegangan, karena banyak warga
yang merasa bahwa perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian dan
ketidakmampuan mereka dalam mengelola pengeboran sumur gas dengan aman.
Konflik sosial semakin meluas, tidak hanya antar masyarakat dengan perusahaan,
tetapi juga melibatkan masyarakat dengan pemerintah yang dianggap tidak
berpihak pada korban (Atmasasmita, R. 2002).

Akibat dari konflik sosial ini, terbentuklah perpecahan dalam masyarakat
yang terdampak, dengan kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan
pemerintah dan perusahaan, serta kelompok yang merasa mendapatkan
keuntungan dari solusi yang ditawarkan. Konflik ini menjadi sorotan nasional,
menggambarkan bagaimana ketidakadilan sosial dan lemahnya perlindungan
hukum terhadap masyarakat dapat memperburuk situasi dan memperpanjang
penyelesaian masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan
adil, Penegakan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan
besar, terutama ketika konflik sosial yang melibatkan kepentingan banyak pihak
berujung pada permasalahan hukum yang kompleks dan berkepanjangan. Kasus
Lumpur Lapindo di Sidoarjo pada tahun 2006 menjadi salah satu contoh nyata
dari lemahnya penegakan hukum dalam menangani konflik sosial yang
berkembang menjadi masalah hukum yang besar. Semburan lumpur panas yang
berasal dari pengeboran sumur gas milik PT Lapindo Brantas menyebabkan
kerusakan lingkungan yang parah, kehilangan tempat tinggal, dan kerugian
materiil yang dialami oleh ribuan warga. Namun, meskipun dampak sosialnya
begitu luas, penegakan hukum terkait tanggung jawab atas bencana ini sangat
lambat dan penuh dengan ketidakpastian (Priyanto, R. 2017).

Salah satu masalah utama yang mencuat dalam penyelesaian hukum kasus
ini adalah ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas
bencana tersebut. PT Lapindo Brantas berusaha menghindari tanggung jawab
dengan alasan bahwa semburan lumpur tersebut merupakan bencana alam yang
tidak dapat diprediksi, sementara banyak pihak beranggapan bahwa kejadian itu
disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam mengelola pengeboran sumur gas.
Ketidakmampuan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab menciptakan
ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menjadi korban, yang merasa bahwa
mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya (Supriyadi, T. 2018).

Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit memperburuk
ketegangan sosial yang ada. Keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang
menyatakan semburan lumpur sebagai bencana alam menambah kontroversi,
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karena banyak pihak yang merasa bahwa perusahaan seharusnya bertanggung
jawab atas kerugian yang dialami warga. Kebijakan pemerintah yang memberikan
ganti rugi dengan skema yang tidak transparan dan tidak memadai semakin
memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum
dalam kasus bencana industri, dan mengungkapkan kelemahan sistem hukum
Indonesia dalam menangani konflik yang melibatkan perusahaan besar dan
masyarakat.

Kasus Lumpur Lapindo menggambarkan bagaimana konflik sosial yang
berakar dari ketidakadilan dapat berkembang menjadi konflik hukum yang rumit
dan penuh ketidakpastian. Penegakan hukum yang lambat dan tidak efektif
dalam menyelesaikan masalah ini mencerminkan adanya kelemahan struktural
dalam sistem hukum Indonesia, yang sering kali lebih berpihak pada kekuatan
ekonomi besar daripada pada masyarakat yang dirugikan. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif
terhadap konflik sosial yang melibatkan bencana industri, dan bagaimana
mekanisme penyelesaian hukum dapat lebih adil dan transparan. Penelitian
mengenai konflik sosial dan problematika penegakan hukum dalam kasus
Lumpur Lapindo perlu terus dilakukan karena hingga kini kasus tersebut masih
menyisakan berbagai persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang belum
sepenuhnya terselesaikan. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah
membahas aspek tanggung jawab korporasi, ganti rugi, dan dampak lingkungan,
namun dinamika konflik sosial yang terus berkembang serta lemahnya
implementasi hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab
menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem penegakan hukum di
Indonesia. Dengan demikian, penelitian lanjutan penting untuk menggali secara
lebih mendalam bagaimana konflik sosial terbentuk dan dikelola, serta mengapa
upaya penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara maksimal, agar
dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan hukum dan
perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Berdasarkan latar belakang
permasalahan yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang menjadi fokus
penelitian ini adalah: Apakah penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus
Lumpur Lapindo dapat mempengaruhi konflik sosial yang ditimbulkan oleh
bencana tersebut, Apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem hukum
Indonesia dalam memastikan pertanggungjawaban hukum atas bencana Lumpur
Lapindo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (Nurhayati, Y., Ifrani, L., &
Said, M. Y.,2021). Ini merujuk pada hukum yang dianalisis berdasarkan apa yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif,
yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan
rinci tentang aspek hukum dari suatu situasi tertentu. Dalam penelitian ini,
digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan
pendekatan perundang-undangan (Rowe,2009). Data yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu
sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti putusan pengadilan dan
peraturan perundang-undangan. Hukum sekunder mencakup bahan yang menjelaskan
atau memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel dalam
jurnal dan buku yang membahas politik hukum serta hukum pidana. Sementara itu,
bahan hukum tersier berisi materi yang memberikan penjelasan tambahan tentang
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Data dikumpulkan melalui
penelitian pustaka (library research), yang merupakan kegiatan ilmiah untuk menelusuri
literatur dan menganalisis bahan bacaan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan
metode penalaran deduktif, yaitu cara berpikir yang menyimpulkan dari pernyataan
umum menuju kesimpulan khusus. suatu kegiatan ilmiah berupa penelusuran
literatur yang dalam pengerjaannya melakukan analisa bahan bacaan. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan mengggunakan penalaran atau logika deduktif
adalah metode berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke premis-
premis khusus (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini berkaitan dengan konflik sosial dan problematika
penegakan hukum dalam kasus lumpur lapindo, dipaparkan sebagai berikut:

Penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus Lumpur Lapindo dapat
mempengaruhi konflik sosial yang ditimbulkan oleh bencana

Penegakan hukum dalam kasus Lumpur Lapindo memperlihatkan
bagaimana lemahnya sistem hukum dapat memperburuk masalah sosial di
masyarakat. Semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 akibat
aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas membuat ribuan warga kehilangan
rumah, lahan, dan mata pencaharian. Para korban berharap ada
pertanggungjawaban dari perusahaan berupa ganti rugi yang adil. Namun, dalam
kenyataannya, proses hukum berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Di
lapangan, banyak masalah muncul. Pertama, tidak jelas siapa yang harus
bertanggung jawab, karena PT Lapindo mengklaim bahwa semburan lumpur itu
adalah bencana alam, bukan karena kesalahan mereka. Kedua, proses pendataan
korban dan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara adil dan terbuka,
sehingga banyak korban merasa dirugikan. Ketiga, warga yang menuntut haknya
sering kali dihadapi dengan tekanan, bahkan ada yang dikriminalisasi karena
melakukan aksi protes. Pemerintah pun lebih banyak terlihat membela stabilitas
politik dan ekonomi, daripada benar-benar memperjuangkan hak-hak korban
(Arief, B. N. 2008).

Pada proses peradilan, Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 3655
K/Pdt/2009 menyatakan bahwa semburan lumpur adalah bencana alam. Dengan
putusan ini, PT Lapindo Brantas tidak diwajibkan bertanggung jawab penuh.
Akibatnya, korban kesulitan mendapatkan ganti rugi yang layak. Pemerintah
kemudian membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melalui
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 untuk mengurus ganti rugi. Tapi dalam
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pelaksanaannya, BPLS banyak dikritik karena lambat, tidak transparan, dan tidak
semua korban mendapatkan haknya secara adil. Penegakan hukum yang tidak
tegas ini memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Awalnya hanya bencana
lingkungan, tetapi karena proses hukum yang tidak adil, konflik meluas menjadi
konflik sosial. Banyak warga melakukan demo, memblokir jalan, dan melakukan
berbagai protes lainnya. Ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan
negara terhadap korban membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan
pemerintah semakin menurun. Akibatnya, sampai sekarang banyak korban yang
masih merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan (Atmasasmita, R. 2002).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009 dalam kasus Lumpur
Lapindo menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan warga korban. Dalam
putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa semburan lumpur di
Sidoarjo merupakan bencana alam, bukan akibat kelalaian dari PT Lapindo
Brantas. Akibatnya, perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk bertanggung
jawab penuh atas seluruh kerugian yang dialami korban. Penetapan ini membuat
beban ganti rugi beralih kepada pemerintah melalui pembentukan Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
14 Tahun 2007. Namun dalam praktiknya, banyak korban merasa bahwa proses
ganti rugi yang dilakukan oleh BPLS tidak transparan, lambat, dan tidak
mencakup seluruh aspek kerugian, baik materiil maupun non-materiil seperti
kehilangan pekerjaan dan trauma sosial.

Selain itu, putusan tersebut dianggap mengabaikan berbagai bukti teknis
yang menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian dalam proses pengeboran,
sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum lebih berpihak kepada korporasi
besar dibandingkan dengan rakyat kecil. Ketidakadilan yang dirasakan ini
memperburuk ketegangan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap sistem hukum di Indonesia, Selain konflik antara warga dengan PT
Lapindo Brantas dan pemerintah, kasus Lumpur Lapindo juga memunculkan
konflik internal antarwarga. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan
kepentingan, ketidakmerataan ganti rugi, serta ketidakjelasan data korban yang
menyebabkan kecemburuan sosial. Ada warga yang mendapatkan ganti rugi lebih
cepat dan jumlahnya lebih besar, sementara ada juga yang merasa diperlakukan
tidak adil karena pencairan kompensasi mereka tertunda atau jumlahnya lebih
kecil. Kondisi ini memicu ketegangan di antara sesama korban yang seharusnya
bersatu (Minarno, N. B. 2019).

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibentuk oleh pemerintah
Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. BPLS lahir
sebagai respon atas bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo
akibat pengeboran PT Lapindo Brantas. Tugas utama BPLS adalah mengelola dan
menyalurkan ganti rugi kepada warga korban bencana, mengendalikan aliran
lumpur, serta membangun kembali infrastruktur yang rusak. Awalnya, ganti rugi
seharusnya menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, tetapi karena dalam
proses hukum (terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor
3655 K/Pdt/2009) lumpur dinyatakan sebagai bencana alam, pemerintah
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mengambil alih sebagian besar tanggung jawab tersebut. BPLS bertugas
memastikan bahwa korban yang rumah, tanah, atau usahanya terdampak bisa
mendapatkan kompensasi, baik dalam bentuk uang tunai maupun penggantian
tanah. Namun dalam pelaksanaannya, kinerja BPLS tidak lepas dari berbagai
kritik. Banyak warga mengeluhkan bahwa proses pencairan ganti rugi sangat
lambat, tidak semua korban tercatat secara resmi, dan nilai ganti rugi dinilai tidak
sebanding dengan kerugian nyata yang mereka alami.

Selain itu, warga juga merasa kurang dilibatkan dalam proses pendataan,
sehingga banyak ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak menerima ganti rugi
penuh. Transparansi dan akuntabilitas BPLS juga dipertanyakan, karena tidak
semua data pembayaran dan perbaikan infrastruktur dipublikasikan secara
terbuka. Dalam perjalanannya, BPLS juga bertugas mengelola tanggul-tanggul
penahan lumpur dan upaya teknis lainnya untuk membatasi penyebaran lumpur.
Namun, kendala teknis dan keterbatasan anggaran membuat upaya ini tidak
selalu berhasil secara maksimal. Pada akhirnya, meskipun BPLS berusaha
mengurangi dampak bencana, banyak korban tetap merasa bahwa keberadaan
BPLS belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka akan keadilan dan
pemulihan hak (Soekanto, S., & Mamudji, S. 2011).

Penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus Lumpur Lapindo
memiliki dampak yang signifikan terhadap konflik sosial yang timbul di
masyarakat. Ketidakpastian dalam proses hukum, terutama setelah Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009 yang menyatakan semburan lumpur
sebagai bencana alam, mengarah pada ketidakpuasan masyarakat. Putusan ini
menyebabkan PT Lapindo Brantas tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami korban, dan beban ganti rugi justru dialihkan kepada
pemerintah melalui BPLS (Arief, Barda Nawawi, 2014). Proses ganti rugi yang
lambat, tidak transparan, dan tidak merata memperburuk ketegangan antarwarga,
dengan banyak korban yang merasa tidak diakui atau tidak mendapatkan
kompensasi yang layak. Selain itu, ketidakjelasan hukum dalam menentukan
siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana ganti rugi dibagi, memicu
kecemburuan sosial dan perpecahan di antara korban, yang seharusnya bersatu
dalam perjuangan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa penegakan hukum
yang tidak adil atau lambat dapat memperburuk konflik sosial, menciptakan
ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan memperpanjang penderitaan
masyarakat korban bencana.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam
memastikan pertanggungjawaban hukum atas bencana Lumpur Lapindo
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009

Kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi
sejak tahun 2006, bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga mencerminkan
krisis penegakan hukum dan potensi konflik sosial yang berkepanjangan. Dari sisi
sosial, bencana ini menimbulkan penderitaan bagi puluhan ribu warga yang
kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, serta jaringan sosial mereka. Ketidakpastian
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mengenai relokasi, ganti rugi, dan masa depan ekonomi para korban
memperparah ketegangan antarwarga dan antara warga dengan pihak
perusahaan serta pemerintah. Akibatnya, konflik sosial berkembang, baik dalam
bentuk demonstrasi, tuntutan hukum, maupun ketidakpercayaan terhadap
institusi negara yang dianggap tidak berpihak pada korban.

Dari aspek hukum, penanganan kasus ini menunjukkan kelemahan sistem
penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus yang
melibatkan korporasi besar dan kekuasaan politik. PT Lapindo Brantas sebagai
pihak yang diduga bertanggung jawab tidak sepenuhnya dikenai sanksi pidana,
melainkan lebih banyak berfokus pada penyelesaian administratif dan keuangan,
seperti mekanisme ganti rugi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
Penegakan hukum cenderung bersifat kompromistis, sehingga mengesampingkan
prinsip keadilan dan akuntabilitas. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana
yang tegas menimbulkan kesan impunitas, yang pada gilirannya memperkuat
konflik sosial karena korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang
seharusnya.

Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum dalam kasus Lapindo
menjadi faktor penting yang memperburuk dan memperpanjang konflik sosial.
Penegakan hukum yang tidak adil tidak hanya merugikan korban secara material,
tetapi juga menciptakan luka kolektif dalam masyarakat dan mengurangi
kepercayaan terhadap negara sebagai pelindung hak-hak warganya. Kasus ini
menunjukkan pentingnya reformasi hukum yang berorientasi pada kepastian,
keadilan, dan keberpihakan terhadap korban dalam menangani bencana yang
melibatkan tanggung jawab korporasi dan negara.

Kegagalan sistem hukum Indonesia dalam memastikan
pertanggungjawaban hukum atas bencana Lumpur Lapindo dapat dipahami
melalui beberapa faktor, salah satunya adalah adanya campur tangan politik yang
memengaruhi proses hukum dan keputusan yang diambil. Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa semburan lumpur
merupakan "bencana alam" dan bukan akibat kelalaian PT Lapindo Brantas
memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik
dan ekonomi. Dalam kasus ini, PT Lapindo Brantas, yang dimiliki oleh Aburizal
Bakrie, seorang tokoh politik besar yang memiliki kedekatan dengan
pemerintahan saat itu, mendapat perlindungan politik yang kuat.

Hal ini menciptakan kondisi di mana politik menjadi determinan terhadap
penerapan hukum, mengarahkan hasil putusan yang lebih berpihak pada
kepentingan perusahaan ketimbang memberikan keadilan kepada korban.
Keputusan Mahkamah Agung yang melindungi PT Lapindo, bersama dengan
proses hukum yang lambat dan kurangnya transparansi dalam pembagian ganti
rugi melalui BPLS, menunjukkan bagaimana intervensi politik menghalangi
penegakan hukum yang adil. Selain itu, proses hukum yang panjang dan tidak
memadai juga memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem
hukum yang seharusnya berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban
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bencana, tetapi justru lebih mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi yang
ada di balik kasus tersebut.

Aburizal Bakrie, yang pada saat terjadinya bencana Lumpur Lapindo
menjabat sebagai pemimpin PT Lapindo Brantas, memiliki hubungan yang sangat
erat dengan politik Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh politik penting
di Indonesia, terutama dalam partai Golongan Karya (Golkar), dan pernah
menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri
Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kedekatannya dengan kekuasaan dan
pengaruh politik yang dimilikinya memberi kesempatan untuk mempengaruhi
jalannya proses hukum yang terkait dengan bencana Lumpur Lapindo. Dalam
konteks ini, politik dapat memengaruhi penegakan hukum dengan cara
memperkuat posisi para pihak yang memiliki hubungan politik yang kuat, dalam
hal ini PT Lapindo yang dimiliki oleh keluarga Bakrie.

Seiring dengan pengaruh politik yang besar, Bakrie dan perusahaan yang
dimilikinya mungkin merasa dilindungi dari konsekuensi hukum yang
seharusnya mereka tanggung. Kedekatannya dengan penguasa dan tokoh-tokoh
politik di masa itu memungkinkan permainan politik yang mengarah pada
pengaruh dalam keputusan-keputusan hukum yang diambil. Misalnya, dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009, yang menyatakan bencana
Lumpur Lapindo sebagai "bencana alam" dan bukan akibat kelalaian perusahaan,
keputusan ini bisa jadi dipengaruhi oleh campur tangan politis yang lebih
menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan politik.

Politik  determinan  terhadap  hukum  menjadi jelas  ketika
mempertimbangkan bagaimana keputusan-keputusan yang seharusnya
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas, seperti tanggung jawab
perusahaan atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami masyarakat,
justru dipengaruhi oleh hubungan antara pengusaha besar dan penguasa politik.
Dengan begitu, penegakan hukum tidak berjalan secara independen dan adil,
tetapi malah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan politik dan
ekonomi yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap sistem hukum, karena mereka merasa bahwa hukum hanya melayani
kepentingan pihak-pihak yang berkuasa, bukannya keadilan bagi korban yang
terdampak.

Ketidakpastian hukum juga menjadi salah satu factor penyebab utama
kegagalan sistem hukum dalam memastikan pertanggungjawaban atas bencana
Lumpur Lapindo. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009,
Mahkamah Agung memutuskan bahwa semburan lumpur adalah "bencana alam",
meskipun banyak bukti yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut lebih
disebabkan oleh kelalaian dalam pengeboran oleh PT Lapindo Brantas.
Ketidakjelasan =~ mengenai tanggung jawab hukum ini menciptakan
kebingungannya penerapan hukum yang seharusnya memberikan keadilan bagi
korban. Definisi yang ambigu tentang apa yang dimaksud dengan "bencana alam"
dalam konteks ini memperpanjang proses hukum dan memperburuk
ketidakpastian bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini mengarah pada
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ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena mereka merasa
bahwa hukum tidak cukup tegas dalam menuntut pertanggungjawaban dari
pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Faktor
lambannya proses hukum juga berkontribusi besar terhadap kegagalan sistem
hukum dalam menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo.

Meskipun berbagai putusan pengadilan telah mengharuskan pemberian
ganti rugi kepada korban, proses hukum yang berjalan sangat lambat dan penuh
dengan ketidakpastian memperburuk kondisi yang sudah penuh ketegangan.
Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian merasa
bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang layak, sementara mekanisme
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam penyaluran ganti rugi
juga mengalami ketidakteraturan dan ketidaktransparanan. Lambatnya proses
hukum ini memperpanjang rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat
dan menciptakan ketidakpuasan yang mendalam, karena mereka merasa
terabaikan oleh sistem hukum yang seharusnya memberikan solusi cepat dan adil.

Faktor selanjunya adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten
terhadap korporasi menjadi salah satu penyebab utama kegagalan sistem hukum
dalam memastikan pertanggungjawaban atas bencana Lumpur Lapindo.
Meskipun PT Lapindo Brantas jelas terlibat dalam kejadian tersebut, sistem
hukum tidak memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap perusahaan
yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan semburan lumpur sebagai
bencana alam justru mengurangi beban pertanggungjawaban perusahaan,
meskipun banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengeboran
adalah faktor pemicu utama bencana tersebut. Ketidakberdayaan hukum dalam
menegakkan tanggung jawab korporasi memperburuk ketidakpercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum, karena seolah-olah hukum lebih melindungi
kepentingan perusahaan besar daripada memberikan keadilan kepada korban.
Hal ini menambah kesan bahwa hukum hanya berfungsi untuk melindungi
kepentingan ekonomi dan politik tertentu, bukan untuk menegakkan keadilan
bagi semua pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum dalam kasus Lumpur Lapindo berdampak
signifikan terhadap konflik sosial yang terjadi, di mana proses hukum yang
lambat, ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab, dan
ketidakmampuan memberikan ganti rugi yang adil telah memperburuk
ketegangan sosial antara masyarakat korban, PT Lapindo Brantas, dan pemerintah.
Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem hukum Indonesia dalam memastikan
pertanggungjawaban atas bencana ini meliputi ketidakpastian hukum akibat
putusan Mahkamah Agung Nomor 3655 K/Pdt/2009 yang menganggap semburan
lumpur sebagai bencana alam, campur tangan politik yang melibatkan
kepentingan ekonomi keluarga Bakrie, serta lambatnya proses hukum dan
kurangnya transparansi dalam pembagian ganti rugi. Secara keseluruhan, sistem
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hukum Indonesia gagal menangani bencana Lumpur Lapindo dengan adil dan
efisien, sehingga menambah ketidakpercayaan publik dan memperburuk konflik
sosial yang muncul.
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